
BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah ditemukan penulis dilapangan, dalam 

menjalankan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa, terhadap hal yang menyangkut pengelolaan keuangan desa, yang dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan pembangunan desa; 

b. Meningkatkan kebutuhan masyarakat desa; dan  

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  

Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

kepala desa telah melaksanakan hal tersebut sesuai yang telah diamanatkan dalam undang-

undang dan peraturan yang berlaku. Namun demikian tak bisa dipungkiri bahwa dalam 

merealisasikan ketiga hal pokok sebagaimana yang telah disebutkan diatas, ada hal-hal yang 

tidak sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa sesuai harapan yang diamanatkan dalam 

undang-undang. 

5.1.2. Faktor Pendukung Dan Penghambat  Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan 

Kewenangan 

Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kepala desa dalam 

menjalankan perannya, sebagaimana hasil penelitian yang telah dibahas adalah: 

1. Faktor pendukung meliputi;  

a. Kerja sama perangkat desa; dan  



b. Kerja sama lembaga yang menjadi mitra desa.  

5.1.3. Faktor yang menghambat, meliputi;  

a. Kurangnya sinergi perangkat desa; dan  

b. Krangnya kerja sama lembaga yang ada di desa. 

Oleh karena itu penulis dapat menyimpulkan bahwa pendukung dan penghambat 

kepala desa dalam menjalankan perannya, datang dari perangkat desa dan lembaga yang 

menjadi mitra pemerintah desa. Dalam arti jika perangkat desa dan lembaga yang ada saling 

bersinergi maka akan mendukung peran kepala desa. Akan tetapi, jika perangkat desa dan 

lembaga tersebut tidak bersinergi maka akan menghambat peran kepala desa. 

5.2.  Saran 

 Sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut: 

5.2.1. Terhadap Pemerintah 

Dalam hal mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, berwibawa dan transparan 

sydah seharusnya segala kebijakan atau keputusan yang hendak dilakukan harus berdasarkan 

musyawarah mufakat dengan segenap elemen masyarakat dan lembaga yang menjadi mitra 

pemerintah desa. 

5.2.2. Terhadap Masyarakat 

Dalam mengimbangi pemerintah desa yang menjalankan roda pemerintahan, sudah 

sepantasnya masyarakat mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan agar tidak terjadi 

penyimpangan yang menimbulkan kontroversi antara masyarakat dan pemerintah. 

5.2.3. Terhadap Pembaca 

Sebaiknya bagi para pembaca yang hendak menjadikan penelitin ini sebagai tambahan 

referensi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, ada baiknya mencantumkan 



nama penulis sebagai pemilik yang sah dari karya ilmiah ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban akademis. 
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